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Abstrak  
 
Seiring dengan kemajuan kota Malang yang merupakan salah satu kota 
pendidikan terbaik di Indonesia ini berdampak banyak pendatang yang datang ke 
kota ini berdampak pada kegiatan ekonomi, dan berdampak pada persaingan 
terutama pengusaha yang selalu ingin memperkuat bisnis mereka, sehingga akan 
memiliki dampak pada konstruksi bangunan terutama untuk kegiatan bisnis, tetapi 
tanpa disadari dengan banyak pertumbuhan di kota-kota nyata. Perkembangan 
tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan populasi yang semakin meningkat dan 
semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak faktor negatif 
yang akan muncul salah satunya terkait dengan aspek lahan produktif karena 
sebagian besar pinjaman di kota-kota besar terutama di Malang telah digunakan 
untuk pembangunan yang dibutuhkan. untuk kegiatan ekonomi. 
Kata kunci: populasi, bisnis, hukum 
 
Abstract 
 
Along with the advancement of Malang city which is one ofthe best education city 
in indonesia this has an impact many immigrants who come to malng city this 
affects to economic activities, and impacts on competition especially entreprenurs 
who always want to strengthen their business, so that will have an impact on the 
construction of buildings especially for business activities, but without realize it 
with many growth in verious cities. the development was motivated by a growing 
population growth and increasing progress science and technologi, many 
negative factors that will arise one of which is related to productive  land aspect 
becouse most of the lend in big cities especially in Malang has been used for 
development which is needed for economic activities.  
Keywords: population, business, legal 
   
PENDAHULUAN 
 Sebagai salah satu negara maju dan berkembang, Indonesia masih 
mengalami permasalahan yang sangat besar dalam menata perkembangan dan 
pertumbuhan wilayah di berbagai kota-kota. Sebab kota sebagai pusat 
pertumbuhan perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan dengan 
konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan 
negara. Perkembangan itu dilatar belakangi oleh  pertumbuhan penduduk yang 
semakin pesat dan meningkat kemajuan ilmu pengetahuan dan tehknologi. 
Kehidupan kota besar di indonesia,semakin tidak nyaman akibat dari 
meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya wilayah hijau dan ruang ruang 
terbuka,dan meningkatnya jumlah transpotasi yang tiap hari semakin meningkat. 
Seperti kita amati sekarang kondisi disekitar kita khususnya di daerah Kota 
Malang,secara realita tampak bahwa penataan runag yang ada tidak di gunakan 
sesuai dengan fungsinya,seperti pemukiman di daerah aliran sungai Ciliwung, 
yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, Contoh kawasan Jodipan tentu 
hal ini akan berdampak negatif dalam upaya melakukan pembangunan yang 
berkelanjutan.hal ini selain berpotensi akan menimbulkaan permasalahan baru, 
seperti transportasi, ketidaksiapan infrastruktur, juga tidak sesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 
Pelaksanaan pembangunan harus berkelanjutan, di samping itu 
mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam yang harus sesuai dengan 
daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung ekosistem 
juga dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kebutuhan generasi yang akan 
datang, Sumber daya alam merupakan aspek penting dalam penataan ruang karena 
pemanfaatan ruang dan wilayah  untuk pembangunan yang berkelanjutan apabila 
tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan dapat 
menimbulkan penyusutan  ruang dan lahan sehingga dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan. 
Sebab Hal ini menuntut perkembangan dan pembangunan fisik baik di 
kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan memerlukan sebuah penataan, hal 
ini bertujuan untuk menerapkan  fungsi strategis sebuah ruang dan wilayah agar 
dapat di gunakan secara optimal dan menghindari kontraproduktif  kemanfaatan 
ruang. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan 
lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta 
mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 
hidupnya secara optimal.1 
Karena ruang merupakan tempat interaksi sosial, maka dalam penataan 
ruang tentu akan bersinggungan dengan masyarakat sebagai elemen di dalam 
ruang itu sendiri. Ruang itu sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 
26 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, 
dan memelihara kelangsungan hidupnya”. 
Kebanyakan perencanaan tata ruang dan wilayah, masyarakat kurang 
diberi peluang untuk ikut serta dalam proses penentuan kebijakan dan 
perencanaannya. Padahal, sebagai mahkluk sosial dan berbudaya, manusia 
membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap lingkungannya. Rasa 
tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk 
kemudian mempertahankan atau melestarikan. 
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering di 
kesampingkan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkanharga diri, 
percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum papa yang termasuk kategori “The 
silent majority”, keterlibatan mereka boleh dikata tidak ada. Sehingga peran serta 
masyarakat dalam proses perencanaantata ruang dan lingkungan hidup masih 
sangat terbatas.2 
                                                          
1 Hetifah Sj. Sumarto. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. (Yayasan Obor 
Indonesia. Jakarta, 2003), hal. 23. dapat juga dibaca  Hasni. Hukum Penataan Ruang dan 
Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH). (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2008), hal. 34. 
2Eko Budihardjo. Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City), (Jakaarta: UI Press, 1998), 
hal: 7 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris yaitu 
penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum 
beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu 
berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) 
petugas atau penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 
penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.3 
Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini 
berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang 
berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di 
lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan  ini bersifat penelitian deskriptif 
analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data 
sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis 
untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.4 
Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan 
mendiskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk 
mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi. 
Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang 
ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 
secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 
PEMBAHASAN 
Seiring dengan semakin banyaknya kaum pendatang di Kota malang, 
maka ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan berdampak kepada 
persaingan terutama para pengusaha yang ingin semakin menguatkan bisnis-
bisnisnya. Sehingga hal tersebut akan berdampak kepada Pelaksanaan Tata Ruang 
Kota Malang. pembangunan gedung-gedung terutama yang diperuntukan untuk 
kegiatan bisnis atau ekonomi. Namun tanpa disadari dengan semakin banyaknya 
pembangunan oleh para pengusaha tersebut banyak faktor-faktor negatif yang 
timbul salah satunya yakni terkait dengan penataan ruang terutama permasalahn 
sulitnya mendaptakan lahan atau tanah produktif karena sebagian besar memamng 
tanah-tanah di kota-kota besar khususnya Kota Malang telah digunakan untuk 
pembangunan yang di peruntukan untuk kegiatan ekonomi. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang yang mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan 
ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur 
bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat 
merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya 
hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta 
untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah 
nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan 
nusantara dan ketahanan nasional. 
                                                          
3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.31 
4Ibid. hlm. 107. 
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, bentuk dan tata cara peran 
masyarakat dalam penataan ruang harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan 
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, 
Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan 
ruang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat 
di bidang penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah harus 
dilaksanakan secara terkoordinasi, sehingga terhindar kesenjangan penanganan 
ataupun penanganan yang tumpang tindih dalam upaya mewujudkan tujuan 
penataan ruang. 
Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok 
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku 
kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Pemangku kepentingan 
nonpemerintah lain dapat mewakili kepentingan individu, kelompok orang, 
sektor, dan/atau profesi. 
Dalam penataan ruang, pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat 
sangat diperlukan antara lain, untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban 
masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang 
yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu 
perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain berupa masukan 
serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata cara peran masyarakat 
dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang.5 
Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, diharapkan 
dapat digali segala potensinya agar mereka bisa mendayagunakan kemampuannya 
secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan perannya dan sebagai perwujudan 
dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. 
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur kewajiban, tugas, dan tanggung 
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan peran 
masyarakat dalam penataan ruang, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang, pembangunan sistem 
informasi dan komunikasi penataan ruang, dan pendanaan. 
Kebanyakan pelaksanaan kebijakan ini berdasar pada regulasi pemerintah 
Kota Malang yakni diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
                                                          
5Aca Sugandhi. 1999.  Tata Ruang dalam Lingkungan Hidup. (Jakarta, 1999), hal. 22 & 
Arba. Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 33. 
   
Ruang Wilayah Kota Malang. Pelaksanaan kebijakan ini adalah melibatkan unsur 
pemerintah sebagai konseptor bidang pembangunan seperti Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta unsur teknis yaitu Dinas Kebersihan dan 
Pertanaman. Di samping juga akademisi, swasta dan melibatka peran serta 
masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. 
Salah satu hal mendasar yang muncul berkaitan dengan peran serta 
mayarakat dalam penataan ruang adalah mengenai seberapa jauh pemerintah 
mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan ruang dan seberapa jauh 
masyarakat memiliki peran di dalamnya. Untuk mendalami hal tersebut kita dapat 
berangkat dari norma dasar yang terdapat dalam UUD 1945 khusus nya dalam 
Pasal 33, yang menyebutkan bahwa “bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Adalah menarik bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara eksplisit disebutkan pada Bab I 
Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 disebutkan pengaturan penataan ruang adalah 
“upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dalam penataan ruang” dan pada pasal 7 yang menyebutkan “Negara 
menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” serta 
pada pasal 65 disebutkan pula bahwa: “Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah 
dengan melibatkan peran serta masyarakat”. 
Ketiga pasal ini mempunyai makna sosial politis yang sangat penting, oleh 
karena secara jelas merupakan landasan legal pemerintah untuk melakukan 
penataan ruang. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewenangan untuk 
'mengintervensi' prosesproses pengaturan tata ruang, melalui kegiatan 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Sebagaimana jiwa dari pasal 
33 ayat 3 dari UUD 1945, kepentingan pemerintah untuk ikut mengatur 
pemanfaatan ruang adalah demi tercapainya kepentingan-kepentingan 'publik' 
tanpa mengabaikan kepentingan 'privat'. Masalahnya, bagaimana hal yang sangat 
'paradoks' ini dapat diwujudkan pada setiap proses penataan ruang oleh 
pemerintah, terutama dalam situasi sistem ekonomi dan politik yang kian terbuka. 
Apabila visi pengaturan pemanfaatan ruang oleh pemerintah ini adalah kekuasaan 
maka jelas yang terjadi justru konflik yang semakin berkembang. Sebaliknya, 
apabila visinya adalah demokratisasi dan hak-hak masyarakat, dapat dijamin 
bahwa tujuan idiil pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dicapai. 
Menurut teori efektifitas hukum, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi 
agar suatu peraturan dapat berlaku secara efektif. Dalam implementasi Pasal 48 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 
Malang Tahun 2010-2030 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Malang dalam rangka penataan permukiman di daerah sempadan sungai, ada 
beberapa faktor yang diteliti sebagai tolok ukur apakah penataan permukiman di 
daerah sempadan sungai sudah dilaksanakan dan berlaku secara efektif di Kota 
Malang, yaitu: 
1. Faktor Kaidah Hukum. Dalam upaya Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Malang melakukan penataan permukiman di daerah sempadan 
sungai, pemerintah daerah dalam hal ini telah membentuk Peraturan Daerah 
dalam menjalankan kewenangannya melalui Peraturan Daerah Kota Malang 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. 
Peraturan Daerah tersebut diterbitkan guna menindaklanjuti kewenangan 
yang dimiliki pemerintah daerah dalam melakukan penataan permukiman di 
daerah sempadan sungai. 
2. Faktor Aparat atau Penegak Hukum. Aparat dan penegak hukum yang 
memiliki kewenangan dalam melakukan penataan permukiman di daerah 
sempadan sungai di Kota Malang adalah aparat dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Malang.Hal yang menyebabkan pengawasan dan 
penegakan hukum belum dapat berjalan maksimal dan efektif, salah satunya 
dapat terjadi dikarenakan jumlah staff pelaksana dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Malang yang terbatas, sehingga setiap staffnya 
memiliki banyak tugas yang harus dilakukan secara bersamaan. 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Digunakan Penegak Hukum. Minimnya 
sarana dan fasilitas yang dapat digunakan oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Malang dapat menjadi suatu hambatan dalam 
implementasi penataan permukiman di daerah sempadan sungai.Salah satu 
faktor yang menjadi hambatan adalah proses pengukuran jarak dan kategori 
yang termasuk daerah sempadan sungai.Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Malang harus memiliki peralatan memadai dalam pengukuran 
dan observasi tersebut. 
4. Faktor Kultur Hukum atau Budaya Hukum Masyarakat. Upaya yang 
dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam 
penataan permukiman di daerah sempadan sungai pada dasarnya masih 
dianggap sebagai sesuatu yang awam bagi masyarakat.Masyarakat secara 
mayoritas berdasarkan observasi dan penelitian lapang masih banyak yang 
belum mengetahui mengenai peraturan pendirian permukiman di daerah 
sempadan sungai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya 
permukiman penduduk yang mayoritas termasuk dalam kategori permukiman 
tidak layak huni yang dibangun secara permanen ataupun semi permanen di 
bibir sungai yang secara jelas jarak antara permukiman warga kurang dari 3 
meter dari sungai Brantas maupun Sungai Amprong yang ada di wilayah 
Kota Malang, terlebih lagi terdapat aktivitas pembuangan limbah berupa 
sampah rumah tangga di sungai, juga adanya Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) 
Sesuai dengan indikator diatas bahwa Pemerintah Kota Malang dalam hal 
ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam 
upayanya melakukan penataan permukiman di daerah sempadan sungai belum 
dapat mengimplementasikan ketentuan pada Pasal 48 Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 
Tahun 2010-2030 secara efektif. 
 
PENUTUP 
Pelaksanaa Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Malang Yang 
dilakukan Oleh Pemerintahah Kota Malang dalam Perencanaan Tata Ruang Kota 
Malang Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 masih ditemuakan 
beberapa hambatan. Masih ada benturan-benturan mengenai perbedaan 
kepentingan antara manusia, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup 
saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau 
kepemilikian yang berlebih-lebihan anatara kepentingan pembangunan dan 
kepentingan perorangan. Kendala lain adalah masih kurangnya masyarakat diberi 
peluang untuk ikut serta dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya. 
Padahal, sebagai mahkluk sosial dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa 
penguasaan dan pengawasan terhadap lingkungannya. Rasa tersebut merupakan 
faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian 
mempertahankan atau melestarikan. Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana 
dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunanya terhambat 
dan masih memiliki banyak ruang kosong ataupun Penataan Ruang yang tidak 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang juga masih menyimpan 
beragam persoalan lain seperti ahli fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, 
pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan, Sistem Transportasi 
yang belum tertata dengan baik dan sebgaianya. 
Pelaksanaan berbagai program pembangunan seperti pembangunan 
infrastruktur dan sarana kota sering terbentur pada penolakan warga kota. 
Pembangunan Jalan Raya, Renovasi Taman, Penyedian Ruang Terbuka Hijau, dan 
masih banyak contoh-contoh lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu 
menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap rencana tata ruang masih 
cukup tinggi.Secara jujur kita harus mengakui bahwasanya dalam penyusunan 
rencana tata ruang kota dalam berbagai jenjang, hampir tidak pernah melibatkan 
masyarakat. Kalaupun ada sangat terbatas pada kalangan tertentu yang dianggap 
tidak oposan. bahwa proses peran serta masyarakat secara perorangan sangat 
lemah dan kurang efektip. Hal ini disebabkan terutama karena kekuasaan 
pemerintah dan swasta yang masih cukup dominan, sehingga upaya-upaya 
keterlibatan perorangan, khususnya dalam proses perencanaan dan pengendalian 
ruang tidak efektif. 
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